PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR :100.3.3.2/ | /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daecrah dan Kepala Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penatapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
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6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);.

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023
Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2024,

. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan dacrah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
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e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Peraturan daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah sesuai kewenangannya;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab
SKPD yang dipimpinnya;

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

kK. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat

mengusulkan dan/atau menetapkan pejabat di bawahnya dalam
rangka pelaksanaan APBD sesuai kewenangannya.

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bungo.

: Segala  biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024,

| KEDELAPAN: Repiaty

- Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
i

| Ditetapkan di Bungo |
IRWENDE. SH WM | pada tanggal 4%%1 2024

BUPATI BUNGO

TELAH DITELITI OLEH
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